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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan

merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan

sebuah investasi bagi negara, yang berarti hanya manusia yang sehat baik jasmani dan

rohani saja yang dapat membantu dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional.

Hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi karena penduduk yang sehat

bukan saja akan menunjang keberhasilan program pembangunan tetapi juga meningkatkan

produktivitas dan pendapatan.

Untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan. Presiden Jokowi

mengeluarkan kebijakan yaitu program Kartu Indonesia Sehat, program ini dikeluarkan

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program

Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat

Untuk Membangun Keluarga Produktif. kemudian Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

disebutkan bahwa “fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Gambar 1. Kartu Indonesia Sehat (Tampak Depan dan Tampak Belakang)
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Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan

nasional yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Kartu

Indonesia Sehat (KIS) dibuat sebagai bentuk penyempurnaan program BPJS Kesehatan

khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kartu Indonesia Sehat (KIS)

dikeluarkan untuk merekap seluruh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai

penyelenggarannya. Dipilihnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena masih banyak

masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu BPJS sehingga dengan ini diharapkan

semua lapisan masyarakat bisa menikmati akses kesehatan dengan mudah. Para penerima

KIS diharapkan semua pihak tidak ada lagi diskriminasi dalam penanganan kesehatan.

Sesuai dengan Bab 1 pasal 1 No 28 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Dalam hal ini peserta

jaminan kesehatan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan dari KIS adalah negara akan siap menjamin hak dari setiap

masyarakatnya untuk mendapatkan akses kesehatan tanpa terkecuali. KIS pada tahap

pertama sampai akhir 2014 akan dibagikan ke 19 provinsi. Sedangkan provinsi lainnya

akan disalurkan pada tahap selanjutnya. Pada 2015, diharapkan seluruh penduduk

prasejahtera di Indonesia sudah memiliki kartu tersebut. Pendistribusian akan dibantu oleh

PT Pos Indonesia dan perbankan nasional yaitu Bank Mandiri.

Provinsi Sumatera Selatan termasuk provinsi yang mendapatkan Program Kartu

Indonesia Sehat. Salah satunya Kota Palembang yang mendapatkan distribusi Kartu
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Indonesia Sehat (KIS). Berikut ini data jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Perkecamatan Kota Palembang, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Perkecamatan Kota
Palembang, Tahun 2018
NO Kecamatan Jumlah Penerima (KIS) Jumlah masyarakat miskin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ilir Barat I
Ilir Barat II
Ilir Timur I
Ilir Timur II
Ilir Timur III
Bukit Kecil
Sukarami
Kemuning
Kalidoni
Sako
Sematang Borang
Alang-alang Lebar
Gandus
Kertapati
Plaju
Seberang Ulu I
Seberang Ulu II
Jakabaring

27,619
26,227
15,920
16,213
16,527
11,392
22,971
17,981
21,926
17,854
9,109
14,609
29,587
49,773
23,594
46,117
38,442
33,537

20,251
20,371
12,169
29,570

-
9,142
23,556
14,601
20,971
15,842
9,442
9,745
23,597
40,707
30,720
63,054
34,244

-
JUMLAH 439,448 377,982

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pendistribusian Program Kartu Indonesia

Sehat (KIS) di Kota Palembang pada tahun 2018 sebanyak 439,448 jiwa. Kecamatan yang

menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) paling banyak yaitu Kecamatan Kertapati dengan

jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 49,773 jiwa dan Kecamatan

Seberang Ulu I dengan jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 46,117

jiwa.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 untuk Program Perlindungan

Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K), Kecamatan Seberang Ulu I merupakan kecamatan yang jumlah masyarakat

miskinnya paling tinggi di Kota Palembang, yaitu sebanyak 14,172 KK dengan jumlah

individu sebanyak 63,054 jiwa. Sedangkan jumlah penerima KIS di kecamatan tersebut
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lebih sedikit (46,117) dibandingkan dengan Kecamatan Kertapati (49,773) yang jumlah

masyarakat miskinnya lebih rendah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian di Kecamatan Seberang Ulu I.

Permasalahan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disebabkan

oleh data untuk penerima program KIS merupakan data lama sehingga ketika

didistribusikan ke lapangan, banyak data perserta penerima yang sudah berubah.

Perubahan data tersebut seperti status sosialnya yang sudah meningkat sehingga tidak

dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin, alamat tempat tinggal sudah pindah, atau

penerima sudah meninggal dunia. Data yang digunakan dalam pendistribusian

menggunakan data terakhir dari Jamkesmas sesuai dengan Surat Keputusan dari Menteri

Sosial tahun 2013 lalu (BPJS Kesehatan Kota Palembang, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganggap penting hal tersebut untuk

diteliti dan dikaji lebih dalam sehingga dapat diketahui secara jelas bagaimana

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Pemerintah Kota Palembang,

secara khusus di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Maka dari itu diperlukan

penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan

Seberang Ulu 1 Kota Palembang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah permasalahan pada

penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.
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C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atau permasalahan yang ada

sehingga diperoleh gambaran jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang dapat dilihat dari manfaat teoritis dan

manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk

pengembangan ilmu-ilmu sosial. Khususnya bagi kalangan akademis Ilmu

Administrasi Publik, terutama berkaitan dengan Ilmu Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis : sebagai sumbangan saran atau masukan bagi pemerintah Kota

Palembang dan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja agar

pelaksanaan program dimasa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih

efektif dan efesien.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi atau konsep serta proposisi yang telah

disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan

teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh

karena itu penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Publik, teori yang

digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan.

1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Leo Agustino 2016:15) “What governments do,

why the do it, and what difference it makes”. Merujuk definisi tersebut dapatlah

disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu

bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia,

menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan

menghasilkan sesuatu (what difference it make). Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye

menuliskan pula kebijakan publik sebagai: “Anything a government chooses to do or not to

do”. Menurut tafsir ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak

melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Menurut Lasswell (Leo Agustino 2016:16) menyatakan kebijakan publik sebagai

“a project program of goals, values, and practices.” Manakala menurut Easton (dalam Leo

Agustino 2016:16) memaknai sebagai: “the impact of government activity.” Lebih lanjut

Easton menjelaskan, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan

oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik
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Menurut Friedrich (dalam Leo Agustino 2016:16) yang menuliskan kebijakan

sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud

atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah

untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud,

merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan milik Friedrich.

Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eualau dan Prewitt (dalam Leo Agustino

2016:17) yang menyatakan : Kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh

konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan

dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Usaha untuk mentafsirkan kebijakan

publik juga dilakukan oleh William I. Jenkins (dalam Leo Agustino, 2016:17) menyatakan

kebijakan publik sebagai ‘serangkaian keputusan yang saling berhubungan .’ Dalam kata

lain, Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan

keputusan yang komprehensif menyertakan banyak steakholders.

Menurut Anderson (dalam Leo Agustino 2016:17) mendefinikan kebijakan publik

adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan

atau sesuatu hal yang diperhatikan. Menurut Theodoulou (dalam Leo Agustino 2016:18)

menyatakan kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal.

Dalam kata lain, kebijakan mestinya dapat menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumber-

sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya. Ini semua harus

dilakukan oleh kebijakan publik, karena inilah tugas penting dari sebuah negara.

Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan untuk mengatasi masalah publik

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses variabel yang harus

dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji
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kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa

tahap. Menurut Dunn (dalam Winarno 2012:26) tahap-tahap kebijakan publik adalah

sebagai berikut yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. Tahapan Kebijakan Menurut Wiliam Dunn dalam Budi Winarno

Sumber : Winarno (2012:36)

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap pengambilan kebijakan antara pembentukan

kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang dipengaruhi kebijakan

tersebut. Jika kebijakan tidak tepat, tidak dapat mengurangi masalah, maka kebijakan

tersebut akan gagal meski telah diimplementasikan dengan baik. Jika kebijakan yang baik

diimplementasikan dengan buruk, maka kebijakan tersebut akan gagal untuk mencapai

tujuan. Agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan

harus diimplementasikan agar mempunyai dampat atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Abidin (2012:145) implementasi kebijakan merupakan langkah yang

sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan merupakan

sebuah dokumen yang tidak berpengaruh dikehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya

Penyusunan Agenda

Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan
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implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang

bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

3. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses krusial dalam kebijakan publik. Setelah kebijakan

selesai diformulasikan dan legislasi, maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya.

Dalam menganalisis kebijakan diperlukan model kebijakan. Model kebijakan ini akan

mempermudah peneliti dalam menentukan indikator yang akan diukur. Ada beberapa

model dalam proses implementasi kebijakan publik (dalam Agustino 2016:133-152),

diantaranya adalah model implementasi kebijakan Donald van Metter dan Carl van Metter,

George C. Edward III, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Merilee S. Grindle.

a. Implementasi Kebijakan model Donald van Metter & Carl van Horn

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Carl van Horn (dalam Leo Agustino

2016:133-136) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika

dan-hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur

yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan

kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka

akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang

terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap

tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang
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berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyarakat oleh kebijakan yang telah ditetapkan

secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu

nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu

diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau

ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul

masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian

pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan

kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang berlalu

ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi

kebijakan publik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting

karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-

ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas

wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen

pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar

pula agen dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini

sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi

warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan adalah kebijakan
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‘dari atas’ (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah

mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan

yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan

keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik

dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan

lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja

implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan

harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model Implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan

oleh George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141). Edward III menamakan

model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on

Implementation. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat

variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
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c. Implementasi Kebijakan Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

sebagaimana dikutip dalam buku  Leo Agustino (2016:146-152) mengatakan bahwa ada

tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik

dari masalah (Tractabikity of The Problem), karakteristik kebijakan atau undang-undang

(Ability to Structure Implementation) dan variabel lingkungan (Nonstatutory Variable

Affecting Implementation).

d. Implementasi kebijakan Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142) keberhasilan suatu implementasi

kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau

tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai

dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor,

yaitu:

a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan

perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat

ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of

Policy dan Context of Policy.

1. Content of Policy terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai

kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan
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banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini Content of Policy berupaya

untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus

terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang

dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target

yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini

adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai

melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan

mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada

bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu

kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel

demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan

baik pada bagian ini.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga

harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar

pelaksanaanya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy terdapat 3 (tiga) poin yaitu :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan,

kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna
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memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini

tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak

diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu

kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada

bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut

mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa

penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon

dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah

sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu

kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau

konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan

dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui

apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan

yang diharapkan terjadi.
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Gambar 3. Model Pendekatan Implementation as A Political and administrative
Process (Merilee S. Grindle)
Sumber : Agustino (2016:146)

Seperti yang telah diutarakan di atas, bahwa penelitian ini menggunakan teori

implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142) yang

diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin

diraih). Di mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan

sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
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2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor,

yaitu:

1. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan

perubahan yang terjadi.

Penulis memilih menggunakan indikator dari teori tersebut karena dipandang lebih

tepat dan sesuai untuk mengukur proses pencapaian outcomes (tercapai atau tidaknya

tujuan yang ingin diraih) Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan

Seberang Ulu 1 Kota Palembang, sehingga dapat mempermudah kegiatan peneliti dalam

memecahkan masalah.

Teori Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142) untuk melihat

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh

tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan

Context of Policy.

1. Content of Policy terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai

kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan

banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini Content of Policy berupaya

untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus

terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang

dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
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c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target

yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini

adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai

melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu

kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan,

maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan

dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel

demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar

dengan baik pada bagian ini.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga

harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar

pelaksanaanya berjalan dengan baik.

Menurut Donald Van Metter & Carl van Horn (dalam Leo Agustino

2016:133-136) variabel sumber daya yaitu Keberhasilan proses implementasi

kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya

yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam

menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu

dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyarakat oleh

kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi

dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan

publik sangat sulit untuk diharapkan.
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Menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141), sumber

daya yaitu tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten

implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika

personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan

sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

2. Context of Policy terdapat 3 (tiga) poin yaitu :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan,

kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal

ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang

hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu

kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka

pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut

mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa

penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan

respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini

adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi

suatu kebijakan.

Penggunaan Teori Merilee S. Grindle (dalam Leo agustino 2016:142) akan

mempermudah penulis dalam membahas menyeluruh dan mendalam mengenai

Implementasi Kebijakan Publik dengan melihat 2 dimensi diatas. Dimensi yang digunakan

dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai
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dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah

tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor tahap pelaksaan,

dampak terhadap masyrakat dan perubahan kepada masyarakat. Tujuan akhirnya adalah

teori tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau tidaknya

kebijakan dan dampak dan perubahan yang terjadi kepada masyarakat.

4. Konsep Kartu Indonesia Sehat

1. Definisi Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat merupakan sebagai bentuk perwujudan dari Nawa Cita

Presiden Joko Widodo. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan dari Program Indonesia Sehat. Mulai bulan

Maret tahun 2015, setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat mulai

popular sejak kampanye presiden tahun 2014 silam, di mana KIS merupakan pelaksanaan

dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang

belum masuk rekapan tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional.

Kartu Indonesia Sehat dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Undang-Undang No.40

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU No. 40 Tahun 2004 ini mengamatkan

bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk membentuk asuransi untuk tenaga

kerja. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari sistem Jaminan Sosial Nasional

yang diselenggerakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang

bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat

yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya

dibayar oleh pemerintah.
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Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah

kemudian membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan transformasi

PT. Akses Sebagai badan hukum publik yang menaungi penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan Nasional. Dengan dibentuknya BPJS Kesehatan diharapkan seluruh masyarakat

terutama masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan

pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansial. Dalam

menjalankan program layanan Jaminan Kesehatan tersebut BPJS Kesehatan bekerjasama

dengan beberapa fasilitas kesehatan diantaranya Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan

praktik dokter perorangan untuk membuka pintu pelayanan kesehatan bagi masyarakat

khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.

Adapun peserta BPJS Kesehatan meliputi tiga jenis peserta yakni : peserta

Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), dan Pekerja

Mandiri. Pada dasarnya KIS dan BPJS PBI memiliki sasaran yang sama yakni memberikan

keringanan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada dasarnya

program KIS merupakan bentuk penyempurnaan program BPJS Kesehatan PBI. Dalam

KIS memiliki dua pendekatan yakni kuantitas dan kualitas. Untuk pendekatan kuantitas,

melalui KIS akan ada penambahan peserta PBI dimana saat ini tercatat dalam program

JKN yang jumlahnya sekitar 86,4 juta. Jika sebelumnya keluarga (PMKS) belum terdaftar

peserta PBI maka dengan adanya Kartu Indonesia Sehat ini dapat dicover. Untuk segi

kualitas program KIS ini mengintegrasikan layanan proventif, promotif, diagnosis.

Berbeda halnya dengan program BPJS Kesehatan yang hanya dapat digunakan ketika

kondisi sakit saja. Namun terdapat perbedaan peserta JKN dengan Menggunakan KIS dan

BPJS Kesehatan PBI yaitu:

1. KIS merupakan program jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu,

sedangkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS
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Kesehatan wajib dimiliki warga Negara Indonesia baik mampu ataupun tidak

mampu.

2. Adapun jenis fasilitas Kesehatan KIS tidak terbatas, sedangkan BPJS Kesehatan

hanya berlaku bagi fasilitas kesehatan yang menjadi mitra.

3. Penggunaan KIS bisa untuk segala perawatan kesehatan, baik untuk pencegahan

maupun pengobatan, sedangkan BPJS Kesehatan hanya dapat dipakai ketika

peserta dalam kondisi benar-benar sakit saja.

4. KIS merupakan kartu kesehatan yang disubsidi oleh pemerintah sehingga

masyarakat cukup mendaftar tanpa mengeluarkan biaya. Sebagai kartu jaminan

kesehatan, ketika mendaftar kartu JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan

terdaftar biaya/premi yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Sehingga dapar disimpulkan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetap dinaungi dan

dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Kesehatan. Kartu

Indonesia Sehat (KIS) berbeda dengan BPJS Kesehatan dimana KIS bebas dari biaya

apapun atau premi sehingga sangat bermanfaat untuk memberikan pintu bagi masyarakat

kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. Manfaat, Fasilitas Kesehatan, dan Prosedur Pelayanan Kartu Indonesia Sehat

Pelaksaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetap dinaungi oleh BPJS Kesehatan

sehingga sama halnya dengan program BPJS Kesehatan. Prosedur pelayanan kesehatan

peserta Kartu Indonesia Sehat menggunakan sistem rujukan berjenjang sesuai dengan

indikasi medis serta tidak ada batasan umur. Namun untuk fasilitas kesehatan yang

didapatkan, peserta Kartu Indonesia Sehat tidak memiliki batas seperti BPS Kesehatan

yang hanya bisa dipakai di fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS

Kesehatan. Adapun manfaat yang diberikan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah

sebagai berikut:
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A. Pelayanan Kesehatan Tingakt Pertama. Terdiri dari :

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dan

2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

B. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, terdiri dari :

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

2. Rawat Jalan Lanjutan (spesialistik)

3. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di kelas III

4. Rawat Inap Kelas Khusus (ICU/ICCU/NICU/PICU)

C. Pelayanan Gawat Darurat

D. Pelayanan Transportasi Rujukan

E. Pelayanan Obat Generik dan atau Formulation Obat Rumah Sakit

F. Penunjang Diagnosis

G. Pelayanan Persalinan

H. Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif

I. Pelayanan yang tidak ditanggung, terdiri dari :

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur

2. Pelayanan akosmetik (scalling, beda plastic, dll)

3. Ketidaksuburan

4. Medical check up ( pap smear, dll)

5. Susu formula dan makanan tambahan

6. Pengobatan alternative (tusuk jarum, dll)

7. Pecandu nartkotika

8. Sakit akibat percobaan bunuh diri

9. Alat bantu (kursi roda, kru, kaca mata, gigi palsu)

10. Khitan tanpa indikasi medis
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11. Penguguran kandungan tanpa indikasi medis

12. Bencana alam

3. Kriteria Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), seseorang harus memenuhi

persyaratan :

1. Masyarakat yang tidak mampu, PMKS/disability, psikotik atau gangguan jiwa,

lansia terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yang sudah terdaftar

namanya di BPJS Kesehatan, dan penerima bantuan iuran dari pemerintah.

2. Namanya tercantum dalam sistem data terpadu PPLS 2011 yang didata oleh

BPJS pada tahun 2011 dan telah memegang kartu Jamkesmas.

3. Untuk mengetahui apakah namanya tercantum dalam data terpadu PPLS 2011,

dapat dilakukan pengecekanan di Puskesmas setempat atau BPJS Kesehatan

cabang setempat. Karena data PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah

untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah ada di Puskesmas setempat.

4. Pemegang Kartu Jamkesmas dapat menggantinya dengan kartu KIS setelah

terlebih dahulu mendaftarkan di kantor cabang BPJS Kesehatan setempat.

Jika si calon peserta diketahui belum terdaftar didata teradu PPLS, peserta dapat

melakukan pengajuan diri untuk menjadi peserta BPJS PBI Pemegang Kartu KIS,

Persyarakatan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KK

2. Fotocopy KTP

3. Fotocopy Kartu KIS Orang Tua dan menunjukan aslinya

4. Surat keterangan tidak mampu dari desa/lurah

5. Akte kelahiran anak
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian dari penelitian

terdahulu. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan tidak

terlepas dari topik penelitian yakni tentang  Kebijakan Program Kartu Indonesia Sehat.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Arif Aji Pratomo (2016). Universitas Mulawarman. Judul : Implementasi Inpres

No. 7 Tahun 2014 Tentang Program Kartu Indonesia Sehat di Kelurahan Sempaja

Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Hasil Penelitian : Hasil

penelitian yang diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan Implementasi Inpres

No 7 Tahun 2014 khususnya mengenai program kartu Indonesia Sehat di kelurahan

sempaja selatan kecamatan samarinda utara kota samarinda sebagian besar program

yang menjadi fokus penelitian dapat terlaksana dan sebagian lagi ada yang belum

terleksana.

2. Rikal Eben Moniung, Frans Singkoh, Daud Markus Liando (2017). Universitas

Sam Ratulangi. Judul : Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat di Rumah

Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa implementasi program kartu Indonesia Sehat kepada pasien pengguna

layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan ditemui masih kurang

disosialisasikan dengan baik, dimana banyaknya peserta KIS yang belum

mengetahui tentang mekanisme penggunaan layanan KIS, termasuk tentang

tanggungan biaya rawat inap mampun obat-obatan yang tidak keseluruhan

ditanggung oleh KIS.

3. Saibriker (2016). Universitas Tajungpura. Judul : Implementasi Kebijakan Program

Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1)
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Pengorganisasian program KIS di Kecamatan Sungai Kakap terlihat belum

maksimal. seperti pendataan masyarakat miskin yang belum merata; 2) Interpretasi

atau pemahaman masyarakat pengguna KIS masih rendah yang disebabkan

minimnya pelaksanaan sosialisasi program KIS dalam satu tahun hanya 1 (satu)

kali pertemuan oleh tim pelaksana program (implementor); 3) Aplikasi program

KIS di Kecamatan Sungai Kakap belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi

masyarakat miskin serta kurangnya keterlibatan aparatur kecamatan atau desa

sehingga sering terjadinya kesalahan dalam pendataan mayarakat miskin.

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Hasil Penelitian
1 Arif Aji

Pratomo (2016).
Universitas
Mulawarman.

Implementasi Inpres
No 7 Tahun 2014
Tentang Program
Kartu Indonesia
Sehat di Kelurahan
Sempaja Selatan
Kecamatan
Samarinda Utara
Kota Samarinda

Hasil penelitian yang diperoleh
gambaran bahwa secara keseluruhan
Implementasi Inpres No 7 Tahun 2014
khususnya mengenai program kartu
Indonesia Sehat di kelurahan sempaja
selatan kecamatan samarinda utara kota
samarinda sebagian besar program yang
menjadi fokus penelitian dapat
terlaksana dan sebagian lagi ada yang
belum terleksana.

2 Rikal Eben
Moniung, Frans
Singkoh, Daud
Markus Liando
(2017).
Universitas
Sam Ratulangi.

Implementasi
Program Kartu
Indonesia Sehat di
Rumah Sakit Umum
Daerah Noongan
Kabupaten Minahasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi program kartu Indonesia
Sehat kepada pasien pengguna layanan
di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan
ditemui masih kurang disosialisasikan
dengan baik, dimana banyaknya peserta
KIS yang belum mengetahui tentang
mekanisme penggunaan layanan KIS,
termasuk tentang tanggungan biaya
rawat inap mampun obat-obatan yang
tidak keseluruhan ditanggung oleh KIS.
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3 Saibriker
(2016).
Universitas
Tajungpura.

Implementasi
Kebijakan Program
Kartu Indonesia
Sehat (KIS) pada
Kecamatan Sungai
Kakap Kabupaten
Kubu Raya Provinsi
Kalimantan Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa,
1) Pengorganisasian program KIS di
Kecamatan Sungai Kakap terlihat belum
maksimal. seperti pendataan masyarakat
miskin yang belum merata; 2)
Interpretasi atau pemahaman masyarakat
pengguna KIS masih rendah yang
disebabkan minimnya pelaksanaan
sosialisasi program KIS dalam satu
tahun hanya 1 (satu) kali pertemuan oleh
tim pelaksana program (implementor);
3) Aplikasi program KIS di Kecamatan
Sungai Kakap belum sepenuhnya
memberikan kontribusi bagi masyarakat
miskin serta kurangnya keterlibatan
aparatur kecamatan atau desa sehingga
sering terjadinya kesalahan dalam
pendataan mayarakat miskin.

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2019

Pada penjelasan diatas mempunyai kesamaan atau perbedaan. Kesamaan yang ada

antara kedua penelitian diatas yakni adanya keasamaan dalam tema Kebijakan Program

Kartu Indonesia Sehat. Dalam beberapa penelitian diatas ada kesamaan menerapkan

metode penelitian Deskriptif kualitatif. Perbedaannya dalam penelitian ini menjelaskan

fokus yang berbeda.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Una Sekaran (dalam Sugiyono, 2012:65) kerangka berfikir merupakan

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

di indetifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka Pemikiran akan membuat suatu

penelitian menemukan titik terang mengenai apa yang telah diteliti.
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Gambar 4. Kerangka Pemikiran
Sumber : Diadaptasi Oleh Penulis Menurut Model Implementasi Merilee S. Grindle

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 tahun 2018
tentang Jaminan kesehatan

Implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Isi Kebijakan yang mencakup Kepentingan-
kepentingan yang mempengaruhi, Tipe manfaat

dan derajat perubahan yang dicapai melalui
KIS, Pelaksana serta Sumber-sumber daya

dalam pelaksanaan KIS.

Konteks Kebijakan yang mencakup strategi
dari aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga

dan rezim yang berkuasa, dan Tingkat
kepatuhan serta  adanya respon dari  kelompok

sasaran KIS dalam pelaksanaan KIS.

Pendistribusian KIS
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian Sugiyono (2004:3), metode penelitian merupakan cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,

memecahkan dan mengatisipasi masalah tertentu. Penelitian mengenai Implementasi

Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang ini ialah

dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

B. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian, yaitu :

1. Kebijakan adalah suatu peraturan atau keputusan yang sudah ditetapkan yaitu

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan

2. Implementasi Kebijakan adalah proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan Kartu

Indonesia Sehat oleh implementor.

3. Kartu Indonesia Sehat adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan nasional

yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. khususnya fakir

miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kis berfungsi

sebagai kartu jaminan kesehatan, yang dapat digunakan untuk mendapatkan

layanan kesehatan gratis difasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan,

sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.
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C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong 2009, fokus penelitian ialah dimaksudkan untuk membatasi

penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan, agara tidak

dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik.

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang

dilakukan. Fokus penelitian ini harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan

peneliti sebelum melakukan penelitian.

Fokus penelitian dalam hal ini yaitu Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat

di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dalam mengatasi masyarakat yang kurang

mampu dan sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, lebih menekankan

pada proses implementasi kebijakan pada aktifitas yang dilakukan dalam rangka

pelaksanaan kebijakan dan menjelaskan bagaimana keputusan kebijakan dilaksanakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran, keberhasilan suatu kebijakan publik dapat diukur

dari proses pencapaian hasil akhir, dan tercapai tidaknya tujuan yang ingin diraih dalam

pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang dalam hal ini yaitu, Implementasi

Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dalam

mengatasi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat bantuan dari program Kartu

Indonesia Sehat (KIS) sehingga mendapatkan layanan kesehatan gratis yang biayanya

ditanggung oleh pemerintah.

Keberhasilan implementasi dapat diukur dari dua hal berdasarkan pada teori Merile

S Grindle ini yaitu berdasarkan isi kebijakan yang memiliki 5 indikator dan konteks

kebijakan yang terdiri dari 3 indikator. Dalam hal ini bisa dilihat seperti pada tabel yaitu :
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Tabel 3. Fokus Penelitian

Variabel Dimensi Indikator

Implementasi
Kebijakan Kartu
Indonesia Sehat di
Kecamatan
Seberang Ulu 1
Kota Palembang

Isi Kebijakan
(Content of Policy)

a. Kepentingan kepentingan yang
mempengaruhi

b. Tipe manfaat

c. Derajat perubahan yang ingin
dicapai

d. Letak pengambilan keputusan
e. Pelaksana program

f. Sumber daya yang digunakan

Konteks kebijakan
(Context of Policy)

a. Kekuasaan,
kepentingan-kepentingan, dan
strategi dari aktor yang terlibat

b. Karakteristik lembaga dan rezim
yang berkuasa

c. Tingkat kepatuhan dan
responsivitas kelompok sasaran

Sumber : Diolah Oleh Penulis Tahun 2018 Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber yang digunakan yaitu data primer dan data

sekunder :

1. Menurut Uma Sekaran (2011:242) data primer adalah data yang diperoleh dari tangan

pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti.

2. Menurut Sugiyono (2005:62) data sekunder adalah data yang tidak langsung

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau

mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature

yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang

berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh

dari internet.
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E. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan

data. Dalam hal ini informan yang diwawancarai adalah :

1. Dinas Sosial Kota Palembang.

2. Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

3. Kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

4. Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

5. Masyarakat Penerima bantuan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan

Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsaputra (2012:208) teknik pengumpulan data ditentukan oleh setting

dan partisipan serta jenis data yang akan dikumpulkan. Oleh karena itu, penentuan teknik

harus cocok dengan semua itu, sehingga data yang terkumpul benar-benar mengarah pada

pemahaman fenomena sentral penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan melalui, yaitu :

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dengan melihat keadaan

dilapangan untuk memperoleh data. Observasi dilakukan keunit analisis yang telah

ditentukan melalui pengamatan dan pencatatan data pada objek penelitian langsung

di lapangan.

2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk

memperoleh informasi. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman

wawancara yang hanya menurut garis besar yang akan ditanyakan kepada

beberapa responden yang ditemui saat melakukan penelitian di lapangan.

3. Dokumentasi/Studi Pustaka. Dokumentasi yaitu dengan jalan melihat dan

mempelajari dokumen, peraturan, laporan yang terkait dengan penelitian dan studi



32

pustaka yaitu pengambilan data berupa referensi yang didapat dari buku-buku dan

peraturan perundang-undangan untuk dikumpulkan sebagai landasan toeri.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif harus mengungkap kebeneran yang objektif. Karena itu

keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data

kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk

mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

H. Teknik Analisis Data

Alanisis data menurut Patton (dalam Moleong.2004:204) adalah proses mengantur

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu :

1. Pengumpulan data, peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara.

2. Reduksi data, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis

dilapangan.

3. Penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan, sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

Kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data dan penyajian

data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.
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I. Jadwal Penelitian

Tabel 4. Jadwal Penelitian

No Kegiatan Tahun

2018 2019

VI VI
I

VII
I

IX X I II II IX V VI VII

1. Penyusunan proposal penelitian

a. Pengumpulan data awal
penelitian

- -

b.Penyusunan proposal
penelitian

- -

c. Bimbingan ke dosen
pembimbing

- -

d.Seminar proposal -

e. Perbaikan/revisi isi proposal
penelitian

-

2. Penyusunan skripsi
a) Pengumpulan data dan

informasi penelitian skripsi
- - - -

b) Penyusunan skripsi - - -
c) Bimbingan ke dosen

pembimbing
- - - -

d) Ujian khomprehenshif skripsi -
e) Perbaikan/revisi isi skripsi - -

Sumber : diolah penulis 2019

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis-garis besar penyusunan yang memudahkan

jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan karya tulis. Sistematika penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian
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Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan mengenai materi ilmu pengetahuan dasar dan ilmu

pengetahuan pelengkap yang relevan dengan pokok permasalahan, tema penelitian dan

terdapat juga hasil-hasil penelitian terdahulu beertujuan sebagai analisis untuk

memecahkan masalah penelitian. Pada bab ini juga terdapat uraian tentang hipotesis yang

memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan kepustakaan dan merupakan

jawaban sementara terhadap masalah penelitian serta masih di buktikan kebenarannya.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan tentang jenis penelitian, definisi

konsep, fokus penelitian, jenis dan sumber data, informan peneliti, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, jadwal penelitian, dan sistematika penelitian

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan bagian inti dari penulisan dan penelitian yang memuat

hasil-hasil penelitian dan pembahasannya yang berhasil diperoleh dari lapangan melalui

wawancara, observasi, dokumentasi maupun studi pustaka yang terkait dengan

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat penulis setelah melakukan analisis dan

interprestasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk jawaban atas rumusan masalah

yang telah dibuat oleh penulis. Selain itu dalam bab ini dirumuskan juga saran untuk

lembaga terkait dalam rangka perbaikan.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Dinas Sosial Kota Palembang

Gambar 5. Tampak Depan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.
Sumber : Dokumentasi Penulis, 14 Februari 2019.

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang

sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, Dinas

Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial

2. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
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3. Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial,

pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat

4. Pelaksanaan koordinasi perijinan dibidang sosial

5. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota

6. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenanganannya

7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dibidang sosial

8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan

tugasnya

a. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palembang

Visi Dinas Sosial Kota Palembang adalah “Pelayanan Sosial yang Prima” dan Misi

Dinas Sosial Kota Palembang adalah Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam

Pembangunan Bidang Sosial.

b. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota

Palembang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Palembang :
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Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang

Sumber : Arsip Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2016.
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2. Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

Gambar 7. Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang
Sumber : Dokumentasi yang di olah penulis, 18 Januari 2019

Kantor camat seberang ulu 1 yang beralamat di Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 72

memiliki lokasi yang sangat strategis karena terletak di pinggir jalan utama dan berdekatan

diantara ruang lingkup instansi pemerintahan yaitu Polsek Seberang Ulu 1, Dinas PBK 3-4

Ulu, Kantor Badan Amil Zakat Seberang Ulu 1, Masjid Musyawarah 3-4 Ulu dan Kantor

Lurah 3-4 Ulu.

Gambar 8. Peta Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

Sumber : seberangulu1.palembang.go.id Diakses 18 Januari 2019
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Peta kantor kecamatan seberang ulu 1 kota Palembang berbatasan dengan wilayah-

wilayah sebagai berikut yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan sungai musi

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu 2 dan Kecamatan Plaju

3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten

Banyuasin

4. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Ogan

a. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

Dalam memberikan pelayanan kecamatan seberang ulu1 kota Palembang memiliki

visi “Palembang Emas Darussalam 2023”. Untuk mewujudkan visi tersebut kecamatan

seberang ulu 1 kota Palembang menetapkan misi antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintah yang bersih,

berwibawa dan professional.

2. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan

regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan

menjamin rasa aman untuk berinvestasi.
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b. Struktur Organisasi Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

Gambar 9. Struktur Organisasi kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

Sumber : seberangulu1.palembang.go.id Diakses 18 Januari 2019

c. Layanan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yaitu :

1. Pelayanan surat izin usaha perdanganfan (SIUP) mikro dan kecil.

2. Pelayanan tanda daftar perusahaan (TDP) mikro dan kecil.

3. Pelayanan izin pemakaman dan pengabuan jenazah.

4. Pelayanan izin pemotongan hewan (untuk acara keagamaan).

5. Pelayanan surat izin operasional salon kecantikan dan pangkas rambut (untuk 2

kursi pelanggan).

6. Pelayanan izin pijat tradisional (PPUT).

7. Pelayanan izin penyelenggaraan media reklame isidentil.
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8. Pelayanan surat keterangan miskin.

9. Pelayanan surat pengakuan ahli waris dan surat kuasa waris.

10. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).

11. Pelayanan penerbitan dan perekaman E-KTP.

12. Pelayanan surat pindah.

13. Pelayanan surat rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB).

14. Pelayanan surat keterangan domilisi.

15. Pelayanan surat keterangan bersih diri.

16. Pelayanan legalisir surat-surat kependudukan.

17. Pelayanan mobil jenazah.

d. Luas Wilayah Kecamatan Seberang Ulu 1 Dirinci Menurut Kelurahan Pada

Tahun 2016

Tabel 5. Luas Wilayah

No Kelurahan Kode Kelurahan Luas (Ha) persentase
1. 1 Ulu 008 62.00 3.56
2. 2 Ulu 010 43.00 2.47
3. 3-4 Ulu 011 301.00 17.26
4. 5 Ulu 012 342.00 19.61
5. 7 Ulu 013 80.00 4.59

Jumlah 1.744.00 100.00
Sumber : palembangkota.bps.go.id, diakses pada 18 Januari 2019

e. Jumlah Bangunan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Dirinci Menurut Jenis

Bangunan Pada Tahun 2016

Tabel 6. Jumlah Bangunan

No Kelurahan Permanen Semi Permanen Kayu
1 1 Ulu 482 - -
2 2 Ulu 312 - -
3 3-4 Ulu 1.031 - -
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4 5 Ulu 2.414 3.015 603
5 7 Ulu 317 215 290

Jumlah 4.556 3.230 893
Sumber : palembangkota.bps.go.id, diakses pada 18 Januari 2019

f. Kelurahan yang Ada di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

1. Kelurahan 1 Ulu

Kelurahan 1 Ulu yang dipimpin oleh Lurah Siska Maylina, SE., MM, memiliki

jumlah pegawai ASN 3 orang, pegawai Nonpnsd 7 orang yang melayani penduduk 11.784

jiwa pada bulan Oktober 2018 terdiri dari 5. 708 jiwa laki-laki dan 6.035 jiwa perempuan.

2. Kelurahan 2 Ulu

Kelurahan 2 Ulu yang dipimpin oleh Lurah Hermansyah, S.Sos, memiliki jumlah

pegawai ASN 4 orang pegawai dan non PNSD 6 orang yang melayani jumlah penduduk

10.410 jiwa pada bulan Oktober 2018 terdiri dari 5.128 jiwa laki-laki dan 5.282 jiwa

perempuan.

3. Kelurahan 3-4 Ulu

Kelurahan 3-4 Ulu yang dipimpin oleh Lurah Misrinah,S.Sos, memiliki pegawai

ASN 4 orang dan pegawai NonPNSD 7 orang yang melayani jumlah penduduk 21.101

jiwa pada bulan Oktober 2018 terdiri dari 10.618 jiwa laki-laki dan 10,483 jiwa

perempuan.

4. Kelurahan 5 Ulu

Kelurahan 5 Ulu yang dipimpin oleh Lurah Istiqhfar Cholik, S.Sos, memiliki

jumlah pegawai ASN 4 orang dan pegawai NonPNSD 7 orang yang melayani jumlah

penduduk 26.381 jiwa pada bulan Oktober 2018 terdiri dari 12.817 jiwa laki-laki dan

13.568 jiwa perempuan.
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5. Kelurahan 7 Ulu

Kelurahan 7 Ulu yang dipimpin oleh Lurah Heriyanto, S.IP. Visi Kelurahan 7 Ulu

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang yaitu “Mensejahterahkan masyarakat dalam

bidang pemerataan pembangunan dengan menciptakan suasana kondusif dan pelayanan

yang berkualitas.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah

diperoleh dari lapangan baik secara langsung melalui wawancara, maupun tidak langsung

melalui bahan tertulis dan observasi yang dilakukan pada saat penelitian mengenai

kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hasil dari observasi dan wawancara dalam

penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah di tetapkan.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan kartu Indonesia sehat di Kecamatan

Seberang Ulu 1 Kota Palembang yang akan di analisa oleh peneliti dengan menggunakan

teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan

Implementation as a Political and Administrative Process. Fokus dalam penelitian ini

berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle sebagai

berikut :

1. Isi Kebijakan (Content of Policy). Ada 6 indikator dalam dimensi ini, yakni :

1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, menurut Merilee S. Grindle

menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan

banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya.

2) Tipe manfaat yang bisa diperoleh, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan

pada point ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat
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beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan

oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai, menurut Merilee S. Grindle

menjelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang

hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus

mempunyai skala yang jelas.

4) Letak pengambilan keputusan, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan di

mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak

diimplementasikan.

5) Pelaksana program, menurut Merilee S. Grindle dalam menjalankan suatu

kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan

yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

6) Sumber-sumber daya yang digunakan, menurut Merilee S. Grindle

pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya

yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Pada indikator

ini melihat Sumber Daya Manusia (SDM-human resourse) dari pelaksana

kartu Indonesia sehat.

2. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy). Ada 3 indikator dalam dimensi ini,

yakni :

1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu

diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan

serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya

pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Pada indikator ini melihat dari

sosialisasi dari program kartu Indonesia sehat.
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2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Menurut Merilee S.

Grindle lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh

terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan

karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan

dari kartu Indonesia sehat.

3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Menurut Merilee S.

Grindle menjelaskan hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan

suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka

pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana

dalam menanggapi suatu kebijakan dari kartu Indonesia sehat.

Dari penelitian ini diperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yang

kemudian diolah dan dianalisis sehingga timbulnya beberapa pertanyaan dengan

melakukan wawancara kepada beberapa informan penelitian, kemudian diadakannya

observasi langsung ke lokasi penelitian. Selanjutnya penjelasan dari fokus penelitian secara

rinci akan dibahas dibawah ini.

1. Isi Kebijakan (Content of Policy). Ada 6 Indikator dalam dimensi ini, yakni :

1) Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle dalam Agustino (2016:142)

menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu

implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam

pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan distribusi dalam kebijakan

kartu indonesia sehat (KIS) di Kecamatan Seberang Ulu I yaitu pelaksanaan

penyelenggaraan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilaksanakan oleh petugas
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Dinas Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Seberang Ulu I.

Adapun mekanisme yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomoe 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat Untuk Penerima Bantuan Iuran-

Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Pelaksanaan Pendataan Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK

Pendataan dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi data peserta Kartu

Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

oleh petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Seberang Ulu I. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan melalui pengecekan

langsung ke rumah tangga/keluarga penerima program atau konsultasi dengan

Kepala Desa/Lurah. Data yang digunakan sebagai rujukan untuk verifikasi dan

validasi merupakan data dari Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu Kecamatan

Seberang Ulu I.

2. Pelaksanaan Penetapan Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK

Data peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran-Jaminan

Kesehatan (PBI-JK) yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian diteruskan ke

Kementerian Sosial untuk ditetapkan sebagai penerima program. Peserta Kartu

Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian didaftarkan oleh Kementerian

Kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

3. Pelaksanaan Penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
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Penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran-Jaminan

Kesehatan (PBI-JK) kepada peserta yang telah ditetapkan melalui Keputusan

Menteri Sosial. Penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan

Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Seberang Ulu I. Seseorang yang

telah ditetapkan dan menerima Kartu Indonesia Sehat melalui Kementerian Sosial

berhak mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN).

Berikut adalah hasil temuan terhadap kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan

penyelenggaraan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilaksanakan oleh petugas

Dinas Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Seberang

Ulu I, sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Pendataan Peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan
Seberang Ulu I

Distribusi dalam kebijakan kartu indonesia sehat (KIS) diawali dengan tahap

pelaksanaan pendataan peserta penerima program yang dilakukan oleh petugas Dinas

Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Seberang Ulu I.

Pendataan peserta dilakukan dengan memverivikasi dan memvalidasi data berdasarkan dari

Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu Kecamatan Seberang Ulu I.

Pendataan merupakan langkah utama yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial dan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Seberang Ulu I agar

penerima program KIS dapat tepat sasaran. Penerima program KIS ditetapkan berdasarkan

penetapan kriteria oleh Kementerian Sosial. Seseorang yang berhak menerima program

Kartu Indonesia Sehat untuk Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan, yaitu fakir

miskin dan orang yang tidak mampu.
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Adapun kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Peraturan

Menteri Sosial No. 146 Tahun 2013, sebagai berikut:

a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar

b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar terdapat di dalam

lembaga kesejahteraan sosial maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial yang terdiri

atas:

1. Gelandangan

2. Pengemis

3. Perseorangan dari komunitas adat terpencil

4. Perempuan rawan sosial ekonomi

5. Korban tindak kekerasan

6. Pekerja imigran bermasalah sosial

7. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat

8. Perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial

9. Penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan

10. Penderita thalassemia mayor

11. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

12. Peserta program keluarga harapan

13. Penerima bantuan langsung sementara masyarakat

14. Perseorangan penerima program beras miskin

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan adanya pelaksanaan pendataan

melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Seberang Ulu I. Akan tetapi petugas

melakukan verifikasi dan validasi hanya dengan melakukan konsultasi dengan Kepala
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Lurah setempat, tidak melakukan pengecekan langsung ke rumah tangga/keluarga

penerima program KIS. Berdasarkan data dari Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu

sehingga verifikasi dan validasi data yang didapatkan oleh petugas kurang akurat. Selain

itu data yang digunakan merupakan data lama yang belum diperbaharui. Hal tersebut

menyebabkan banyaknya pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima

Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tidak tepat sasaran.

Berdasarkan observasi dengan masyarakat setempat, banyak masyarakat yang

kesejahteraannya telah meningkat namun masih menjadi peserta Kartu Indonesia Sehat

PBI-JK sedangkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu tidak menerima program

tersebut. Terdapat juga penerima yang sudah pindah atau meninggal dunia yang masih

menerima program tersebut.

Guna memastikan kebenaran hasil observasi, maka peneliti melakukan wawancara

kepada informan, yakni Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang

terkait pelaksanaan pendataan penerima program, sebagai berikut :

“Untuk masalah verifikasi dan validasi data kami dek pihak Dinas Sosial Kota
Palembang melakukan kerjosamo dengan Kelurahan yang ado di kota Palembang.
Kami meminta data dari kelurahan untuk siapo be masyarakat yang jadi penerima
bantuan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran-
Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tersebut. Dan jugo kami masih memakai Basis Data
Terpadu tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik kota Palembang.” (Wawancara 14
Febuari 2019).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Dinas Sosial Kota

Palembang menyampaikan dari pihak Dinas Sosial Kota Palembang melakukan kerjasama

dengan kelurahan yang ada di Kota Palembang untuk masalah verifikasi dan validasi data

penerima program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran-Jaminan

Kesehatan (PBI-JK). Dan yang menjadi masalah terjadinya tidak tepat sasaran

pendistribusian KIS data yang ditetapkan mengambil data lama melalui Basis Data

Terpadu tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang.
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Pelaksanaan pendataan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK merupakan

salah satu dari kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Indonesia

Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I. Kepentingan yang mempengaruhi termasuk dalam

dimensi isi kebijakan (content of policy) yang dikemukakan oleh Grindle dalam teorinya

implementation as a political and administrative process. Menurutnya, kepentingan yang

mempengaruhi berargumen bahwa suatu kebijakan melibatkan banyak kepentingan, dan

sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi kebijakan,

dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendataan peserta Kartu Indonesia

Sehat (KIS) PBI-JK di Kecamatan Seberang Ulu I belum terlaksana sesuai dengan

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Untuk

Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sehingga membawa pengaruh pada

keberhasilan distribusi dalam program KIS PBI-JK, yaitu data yang didapatkan tidak

akurat sehingga mempengaruhi tahap distribusi selanjutnya, yaitu penetapan peserta

penerima program KIS PBI-JK.

b) Pelaksanaan Penetapan Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK di
Kecamatan Seberang Ulu I

Pelaksanaan penetapan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK di

Kecamatan Seberang Ulu I. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh petugas Dinas

Sosial Kota dan TKSK kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan

penetapan sebagai peserta KIS PBI-JK. Selanjutnya didaftarkan oleh Kementerian

Kesehatan ke Badan Penyelenggara Jamninan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai

peserta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan adanya pelaksanaan penetapan

penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK yang dikirim oleh Kementerian Sosial

berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh petugas Dinas Sosial dan
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TKSK. Jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK sesuai dengan data dari

Dinas Sosial dan TKSK. Pelaksanaan penetapan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)

PBI-JK dapat dilihat pada gambar.

Gambar 10. Jumlah KPM PBI-JKN Tahun 2018 Kota Palembang

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang (20 November 2018)

Peneliti juga mendapatkan data jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-

JK di Kecamatan Seberang Ulu I tahun 2018, yang dapat dilihat pada tabel:

KECAMATAN

KELURAHAN JUMLAH PENERIMA KIS PBI-JK

KELURAHAN I ULU 9,166

KELURAHAN 2 ULU 4,338
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SEBERANG
ULU I KOTA

PALEMBANG

KELURAHAN 3-4 ULU 14,375
KELURAHAN 5 ULU 10,237
KELURAHAN 7 ULU 8,001

Tabel 7. Jumlah Penerima KIS PBI-JK Kecamatan Seberang Ulu I

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang

Tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2018, dapat dilihat bahwa

pendistribusian Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Palembang pada tahun 2018

sebanyak 439,448 jiwa. Kecamatan yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) paling

banyak yaitu Kecamatan Kertapati dengan jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)

sebanyak 49,773 jiwa dan Kecamatan Seberang Ulu I dengan jumlah penerima Kartu

Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 46,117 jiwa.

Guna memastikan hasil observasi dan dokumentasi, peneliti juga melakukan

wawancara terhadap informan terkait pelaksanaan penetapan penerima Kartu Indonesia

Sehat (KIS) PBI-JK di Kecamatan Seberang Ulu I tahun 2018.

“Untuk menentukan siapo be masyarakat yang berhak menerima bantuan program
Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK, Dinas Sosial Kota Palembang memakai data
dari Basis Data Terpadu (BPT) Tahun 2018 berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota
Palembang. Jadi kami jugo menerima data masyarakat yang mengajukan langsung
ke Dinas Sosial Kota Palembang melalui surat dari Kelurahan setempat untuk
mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK.” (Seksi
Kesejahteraan Sosial, wawancara 14 Februari 2019).

“Jadi masyarakat yang datanyo sudah dan terdaftar di Dinas Sosial Kota Palembang
itu rato-rato sudah menerima bantuan program KIS PBI-JK dek, nah kami dari
kelurahan ini membantu pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Seberang Ulu I yang masih ada masyarakat belum tedata untuk mengajukan sebagai
penerima program KIS PBI-JK. Mereka melaporke dari RT setempat lalu kami
pihak kelurahan yang akan memberikan surat keterangan untuk diajukan ke Dinas
Sosial Kota Palembang.” (Kasi Kelurahan 3-4 Ulu, wawancara 14 Februari 2019).

Hasil Observasi, Dokumentasi dan wawancara tersebut menjelaskan bahwa, Dinas

Sosial Kota Palembang dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan

program KIS PBI-JK memakai sumber dari Basis Data Terpadu (BDT) untuk tahun 2018

data dari BDT tersebut ditambahkan lagi dengan masyarakat yang mengajukan diri untuk

menerima bantuan program tersebut. Masyarakat tidak sendirian untuk mengajukan
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langsung tapi melalui beberapa tahap mulai dari RT setempat lalu RT langsung ke Lurah

dan Kelurahan memberikan Surat keterengan untuk diberikan ke masyarakat.

Pelaksanaan penetapan penerima Kartu Indonesi Sehat (KIS) PBI-JK merupakan

salah satu dari kepentingan yang mempengaruhi implementasi distribusi dalam kebijakan

program Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan

(PBI-JK) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tahun 2018. Kepentingan yang

mempengaruhi termasuk dalam dimensi isi kebijakan (content of policy) yang

dikemukakan oleh Grindle dalam teorinya implementation as a political dan administrative

process. Menurutnya, kepentingan yang mempengaruhi beragumen bahwa suatu kebijakan

melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh

terhadap implementasi kebijakan, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan

penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK di Kecamatan Seberang Ulu I belum

terlaksana secara optimal karena terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan distribusi dalam program Kartu Indonesia

Sehat (KIS) PBI-JK, yaitu penerima yang ditetapkan berdasarkan data yang kurang akurat

dari TKSK sehingga programnya tidak tepat sasaran.

c) Pelaksanaan Penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK di Kecamatan
Seberang Ulu I Kota Palembang

Kegiatan distribusi dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK

selanjutnya, yaitu pelaksanaan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK kepada

peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-

JK yang dikirim dari Kementerian Sosial ke Dinas Sosial Kota Palembang kemudian

didistribusike ke Kecamatan Seberang Ulu I. Selanjutnya didistribusikan ke masyarakat

oleh TKSK melalui Ketua RT setempat.
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Peneliti mencoba melalukan wawancara dengan seksi kesejahteraan sosial guna

memastikan bagaimana pelaksaan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-JK, beliau

mengatakan :

“Untuk pelaksaan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS PBI-JK memang bener
dek KIS itu ado di kantor dinas sosial kota Palembang Cuma bukan tugas kami
untuk mencetak kartu tersebut tapi itu tugas dari BPJS Kesehatan sebagai
pelaksananyo. Jadi kami hanya membantu dalam pendataan verifikasi dan validasi
data masyarakat miskin dan kami jugo membantu dalam pembangian kartu tersebut
jadi BPJS Kesehatan memberikan kartu itu ke kami dan kami yang akan siap
membagikannya ke masyarakat melalui petugas kami yang ado di kecamatan
maupun kami langsung berikan ke kelurahan dan kelurahan akan membagikannya
melalui RT setempat.” (Wawancara 14 Februari 2019).

Gambar 11. Penyerahan Kartu Indonesia Sehat di Dinas Sosial Kota Palembang

Sumber : Dokumentasi yang diolah penulis (14 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI-

JK dibagikan oleh BPJS Kesehatan ke Dinas Sosial Kota Palembang artinya BPJS

Kesehatan sebagai pelaksana dan penerbitan KIS PBI-JK dan Dinas Sosial Kota

Palembang membantu dalam pelaksanaan pendataan verifikasi dan validasi masyarakat

yang memang dipilih melalui data Basis Data Terpadu (BPS) maupun warga yang

mengusulkan langsung sebagai calon penerima bantuan program dari KIS PBI-JK.

2) Tipe Manfaat yang Diperoleh

Pada poin ini Content of Policy isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle berupaya

untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa
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jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian

kepada banyak pelaku lebih mudah di implementasikan disbanding dengan kebijakan yang

kurang bermanfaat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau

perundang-undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang

bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kea rah yang lebih baik dari hasil

pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari

pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan

permasalahan yang ada serta bermanfaat.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk

memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh

pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya dapat menggunakan fungsi KIS ini

disetiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Peserta KIS adalah

masyarakat yang tidak mampu dan penentuan pesertanya ditentukan oleh pemerintah serta

iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan

Sosial mengatakan :

“Manfaat yang diperoleh dari adanya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang
dimano biayanyo ditanggong oleh pemerintah dek. Nah jadi kami sebagai
pelaksana dari program ini hanya menjalankan tugas dan berharap dengan adanya
program bantuan dari pemerintah dari segi pelayanan kesehatan ini biso dengan
merato seluruh masyarakat yang ado di Kota Palembang dapet galo kartu Indonesia
sehat ini terkhusus bagi orang yang kurang mampu.” (Wawancara 14 Februari
2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

mengatakan pihak dari Dinas Sosial Kota Palembang hanya sebagai pelaksana dari kartu

Indonesia sehat tersebut. Seksi Kesejahteraan Sosial hanya menjalankan tugas dan
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berharap dengan adanya program bantuan dari pemerintah dari segi pelayanan kesehatan

ini biso dengan merata tersalurkan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu yang

ada di Kota Palembang.

Kemudian peneliti mencoba mewawancarai masyarakat yang menerima bantuan

kartu Indonesia sehat mengatakan :

“Alhamdulillah dengan adonyo bantuan dari pemerintah melalui kartu Indonesia
sehat, kami masyarakat yang kurang mampu untuk berobat ke puskesmas atau
kerumah sakit dikarenoke biaya mahal sekarang biso dapet pelayanan kesehatan
gratis dari bantuan pemerintah. Dulu sebelum dapet bantuan ini kami sekeluargo
sering nahan sakit oleh terkendala biaya selagi biso beli obat diwarung dan sakitnyo
jugo idak parah nian.” (Wawancara 14 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menjadi peserta dari

kartu Indonesia sehat, mereka bersyukur dengan adanya bantuan dari pemerintah dalam

segi pelayanan kesehatan secara gratis terbagi masyarakat yang kurang mampu. Sebelum

adanya bantuan KIS ketika sakit sering menahan rasa sakit dan hanya membeli obat di

warung dikarenakan terkendala oleh biaya.

Disamping hasil wawancara dengan informan, peneliti telah melalukan observasi

terkait manfaat yang diperoleh peserta kartu Indonesia sehat. Masyarakat yang sudah

menjadi peserta kartu Indonesia sehat, bisa langsung untuk berobat ke puskesmas yang ada

di wilayah setempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis yang biayanya

ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga tidak ada perbedaan pelayanan yang

mengunakan kartu Indonesia sehat maupun mandiri. Tentu program ini sangat membantu

masyarakat yang kesulitan materi dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

3) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Menurut Merilee S. Grindle (2016:142), indikator derajat perubahan yang

diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai
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melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah

kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu

implementasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang

singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

Kebijakan kartu Indonesia sehat menginginksn perubahan yaitu meningkatan

kesehatan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dapat memperoleh

pelayanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diharapkan mampu

meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi setiap orang sehingga mampu mewujudkan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalm perwujudan jaminan kesehatan bagi

seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Seski Kesejahteraan

Sosial sebagai pelaksana dari program kartu Indonesia sehat, yaitu :

“terkait derajat perubahan yang diharapkan untuk membantu masyarakat kurang
mampu mulai dari kurangnyo biaya hidup dengan adonya program kartu Indonesia
sehat diharapke biso memberikan perubahan dari segi kesehatan. Dengan
masyarakat yang sehat biso lebih semangat lagi untuk mencari uang untuk
memenuhi kebutuhan keluargo, kami dari pihak dinsos kota Palembang
mengharapke biar program Indonesia sehat ini biso membantu mengurangi beban
dari segi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.” (Wawancara 14 Februari
2019)

Dari hasil wawancara dengan kepala seksi kesejahteraan sosial menyatakan terkait

derajat perubahan yang diinginkan mengharapkan masyarakat yang menerima bantuan dari

kartu Indonesia sehat bagi yang kurang mampu bisa memanfaatkan sebaik mungkin

bantaun tersebut. Sehingga dengan terciptanya hidup sehat maka akan memberikan

semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengharapkan bisa mengubah

status keluarga.
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4) Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam

pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak

pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak

pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para Stakeholders dimana

setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus

sesuai dengan peraturan dan ketentaun yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk

kepetingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pada kebijakan kartu Indonesia sehat dapat

menentukan tercapainya tujuan kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan degan

baik maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak

pengambilan keputusan dalam kebijakan kartu Indonesia sehat di Kecamatan Seberang Ulu

1 adalah keputusan pada permasalahan pendistribusian kartu Indonesia sehat di Kecamatan

Seberang Ulu 1.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat permasalahan dalam pedistribusian

kartu Indonesia sehat masih adanya masyarakat yang sudah mampu masih mendapatkan

program kartu Indonesia sehat sedangkan masyarakat kurang mampu ada yang belum

mendapat bantuan dari kartu Indonesia sehat. Terdapat juga kartu Indonesia sehat yang

belum terdistribusi ke peserta dikarenakan meninggal dunia, nama ganda, dan pindah

alamat. Hal tersebut disebabkan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang hanya

diverifikasi dan divalidasi dengan kelurahan setempat, tidak langsung mengunjungi dan

mengkonfirmasi kerumah tangga. Sehingga menyebabkan pendistribusian kartu Indonesia

sehat belum merata dan belum tepat sasaran.
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Untuk memastikan observasi tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap

informan yang penelitian terkait keputusan yang diambill untuk mengatasi masalah

penyerahan/pendistribusian kartu Indonesia sehat. Berikut hasil wawancara dengan seksi

kesejahteraan sosial, mengatakan :

“Memang permasalahan kurang tepatnyo sasaran dari program kartu Indonesia
sehat masih mengandalkan data lama yang pertamo kali kami ambil untuk mendata
berdasarkan BDT tahun 2015 dikarenakan kalo kami ngedata satu-satu pada waktu
itu bakal banyak makan waktu dek sedangke kami di desak dari pihak Kementerian
Sosial untuk cepet jadi mangkonyo pihak Dinas Sosial Kota Palembang samo BPS
Kota Palembang dan kelurahan/RT bakal bekerjasamo untuk melakuke pendataan
baru insya Allah biso jadi solusi kedepan untuk mengurangi permasalahan
sebelumnyo.” (Wawancara 14 Februari 2019)

Hasil wawancara tersebut ditemukan pernyataan bahwa dari kepala seksi

kesejahteraan sosial tidak terlalu serius memikirkan dampak dalam mengambil keputusan

yang mengakibatkan data tidak akurat dikarenakan data lama. Namun masih ada usaha

yang dilakukan dari Dinas Sosial Kota Palembang untuk memperbaiki data lama dengan

turun langsung kelapangan guna memastikan tepatnya sasaran dari kebijakan kartu

Indonesia sehat yang akan dimulai pada tahun 2019 ini.

5) Pelaksana Program

Pelaksanaan program adalah sautu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan,

karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu

keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para

pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu

kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan

anggota yang berwenang untuk melaksanakan program kartu Indonesia sehat. Untuk

mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya maka dibentuk Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibantu oleh petugas Dinas Sosial Kota yang
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tugasnya mulai dari pendataan hingga pendistribusian terhadap peserta kartu Indonesia

sehat.

Untuk memastikan hasil observasi tersebut, peneliti melakukan wawancara

terhadap informan penelitian terkait pelaksana program kartu Indonesia sehat. Berikut ini

hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, mengatakan :

“Dalam pelaksanaannyo Dinas Sosial Kota Palembang menugaskan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mempermudah dalam segi
pengawasan, pendataan dan penyerahan kartu Indonesia sehat perwilayah
kecamaran yang ada di Kota Palembang. Biso jugo tenaga kesejahteraan sosial
Kecamatan yang ado biso sebagai solusi pemberi masukan bagi masyarakat yang
lokasinya jauh untuk langsung ke kantor Dinas Sosial Kota Palembang.”
(Wawancara 14 Februari 2019)

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pelaksana program kartu Indonesia

sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 adalah petugas dari Dinas Sosial Kota dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Sosial

selanjutnya dibagikan oleh TKSK melalui kelurahan dan Ketua Rukun Tetangga (RT)

setempat. Namun memang dalam pendataan masih mengandalkan data lama dan hanya

dikosultasikan dengan kelurahan setempat.

Kemudian peneliti mewawancarai kelurahan 3-4 ulu Kecamatan Seberang Ulu 1,

menurut Kepala Lurah 3-4 ulu terkait pelaksanaan program kartu Indonesia sehat,

mengatakan :

“kebijakan dari pemerintah mengenai bantuan kartu Indonesia sehat ini sudah
cukup baik dek. Dimano manfaat dari pelaksanaan program tersebut biso dirasoke
langsung bagi masyarakat kurang mampu apolagi yang ado riwayat sakit kan jadi
sangat tertolong. Untuk pelaksanaan program dalam pendataan dan pengusulan data
kami pihak kelurahan bekerjasamo dengan RT setempat dek.” (Wawamcara 16
Februari 2019)

Senada dengan Ketua RT yang ada di kelurahan 3-4 ulu terkait pelaksana program

kartu Indonesia sehat, mengatakan :
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“Saya sebagai ketua RT dek ditugaske oleh kelurahan 3-4 ulu untuk mendata
masyarakat kurang mampu kemudian datanyo diserahke kelurahan untuk didata.
Pelaksanaan program ini bagus memberikan dampak yang baik bagi masyarakat
yang kurang mampu. Semoga bantuan dari pemerintah ini dek benar-benar dapet
untuk masyarakat yang berhak mendapatkenyo.” (Wawancara 16 Februari 2019)

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala kelurahan 3-4 ulu dan ketua RT

setempat menyatakan dari pelaksana program sudah sangat baik dari pemerintah untuk

membantu masyarakat yang kurang mampu dari segi kesehatan. pihak kelurahan dan ketua

RT setempat juga membantu pelaksanaan dalam pendataan masyarakat kurang mampu

diwilayah setempat dan kemudian data tersebut akan dikirim ke Dinas Sosial Kota

Palembang untuk didaftarkan sebagai peserta kartu Indonesia sehat.

Gambar 12. Kartu Indonesia Sehat di Dinas Sosial Kota Palembang

Sumber : Dokumentasi Diolah Penulis, 14 Februari 2019

Dalam pelaksanaan program, dilakukan pendataan dan validasi oleh petugas Dinas

Sosial Kota dan TKSK. Selanjutnya data hasil validasi diteruskan ke Kementerian Sosial

untuk ditetapkan sebagai sasaran Penerima Bantaun Iuran (PBI) yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kemudian didaftarkan oleh Kementerian

Kesehatan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai
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peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kartu Indonesia Sehat diserahkan ke petugas Dinas

Sosial.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan

bahwa pelaksana untuk kebijakan kartu Indonesia sehat untuk penerima bantuan iuran

adalah petugas Dinas Sosial Kota Palembang dan dibantu dengan Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan yang didistribusikan kepada warga melalui kelurahan dan ketua RT

setempat. Namun dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai prosedur.

6) Sumber-Sumber Daya yang Digunakan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung

dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk

mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya

yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut

agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancer apabila di dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan

tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai

dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan

tersebut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa, sumber daya manusia di Kecamatan Seberang

Ulu 1 Kota Palembang sudah mencukupi dalam melakukan tugas dan fungsi, terutama

dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial, salah satunya program kartu Indonesia

sehat. Kecamatan Seberang Ulu 1 telah memiliki seksi khusus yang bertanggung jawab

melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial yaitu seksi kesejahteraan sosial. Adapun
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dokumentasi dari hasil observasi tersebut yaitu struktur organisasi Kecamatan Seberang

Ulu 1 Kota Palembang, yaitu dapat dilihat pada gambar :

Gambar 13. Struktur Organisasi Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang

Sumber : Dokumentasi yang diolah penulis, 16 februari 2019

Untuk membantu seksi kesejahteraan sosial, pemerintah menugaskan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seorang yang diberi tugas, fungsi,

dan kewenangan oeh Kementerian Sosial selama jangka waktu untuk melaksanakan dan

membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di

Kecamatan.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan sumberdaya manusia di Kecamatan

Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Berikut hasil wawancara peneliti dengan staff

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang :

“mengenai sumber daya manusia memang sudah ado dek bagian seksi
kesejahteraan sosial diKecamatan Seberang Ulu 1 ini. beliau yang ditugaskan untuk
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menkordinir mengenai masalah program kartu Indonesia sehat mulai dari
pendataan dan penyerahan kartu Indonesia sehat itu. Cuma memang petugas seksi
kesejahteraan sosial disini jarang ado dikantornyo dek kalau dihubungi pasti dateng
kok.” (Wawancara, 16 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dengan salah satu staff yang ada diKecamatan Seberang Ulu

1 Kota Palembang, peneliti menemukan pernyataan yang mengatakan untuk mengenai

sumber daya manusia yang ada diKecamatan Seberang Ulu 1 memang sudah mencukupi

ada seksi kesejahteraan sosial Kecamatan Cuma yang jadi masalah petugas tersebut tidak

selalu ada di kantornya. Seharusnya petugas seksi kesejahteraan sosial Kecamatan harus

selalu ada dikantor sehingga ada keluhanan dari masyarakat atau ada masyarakat yang

ingin bertanya tidak kebingungan.

2. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy), Ada 3 Indikator Dari Dimensi Ini :

1) Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Menurut Merilee S. Grindle (2016:142) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan

strategi dari aktor yang terlibat. Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan dalam suatu

kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan

serta strategi yang digunakan oleh para actor guna memperlancar jalannya pelaksanaan

suatu implementasi kebijakan.

Pada indikator ini melihat dari sosialisasi dari program kartu Indonesia sehat.

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada kebijakan kartu Indonesia

sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang adalah sosialiasi dari program kartu

Indonesia sehat yang merupakan salah satu strategi dalam mencapai tujuan program yaitu

kesejahteraan sosial.

Hasil observasi peneliti dilapangan, kurang disiplinnya pegawai kesejahteraan

sosial Kecamatan yang dimana jarang sekali terlihat dikantornya. Ini merupakan salah satu

faktor penyebab terjadinya sosialisasi terhadap masyarakat kurang, masyarakat hanya tahu
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dari laporan ketua RT mengenai kartu Indonesia sehat didaerah masing-masing melalui

informasi dari lurah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum yang ada di kelurahan 3-4

ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang, mengatakan :

“Untuk masalah sosialisasi mengenai kebijakan kartu Indonesia sehat ini menurut
saya kurang dek. Karena ngapo biso adek lihat sendiri masih belom adonyo
masyarakat kurang mampu yang belom menerima bantuan tersebut. Dan jugo
banyak masyarakat yang bertanyo mengenai kartu Indonesia sehat ini masalah
pendataan dan pembagian kareno tidak adonyo pegawai kesejahteraan sosial yang
turun langsung kemasyarakat tp melalui bantuan RT dan Lurah.” (Wawancara 18
Februari 2019)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat umum di kelurahan 3-4 ulu

menyatakan kalau dari hasil sosialisasi mengenai kebijakan kartu Indonesia sehat yang

diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu. Tidak adanya petugas lapangan yang

terjun langsung untuk mendata sehingga lebih tahu siapa masyarakat yang benar-benar

membutuhkan bantuan tersebut.

Peneliti juga mewawancarai Ketua RT di Kelurahan 3-4 Ulu, mengatakan :

“Mengenai sosialisasi kebijakan kartu Indonesia sehat untuk masyarakat kurang
mampu ini rasonyo agak kurang dek. Saya sebagai ketua RT hanya diberikan tugas
dari kelurahan 3-4 ulu untuk mendata siapa saja masyarakat saya yang belom
menerima bantuan untuk diusulkan menjadi calon peserta KIS. Selebihnyo dak ado
lagi dek pemberitahuan atau hal lain mengenai KIS ini paling gek dikasih tau be
siapo dari yang diusulke tadi yang menjadi menerima bantuan KIS.” (Wawancara
18 Februari 2019)

Hasil dari wawancara peneliti dengan Ketua RT di Kelurahan 3-4 Ulu menyatakan

juga masih kurangnya ada sosialisasi dari pelaksana kebijakan kartu Indonesia sehat. Dan

Ketua RT mengatakan hanya diberikan tugas untuk mendata masyarakatnya yang belum

menerima bantuan dari program tersebut dan datanya nanti akan diusulkan melalui lurah

dan lurah akan memberikan kepetugas atau langsung ke dinas sosial kota Palembang.
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Gambar 14. Surat Keterangan Dari Lurah Untuk mengusulkan Menjadi Peserta KIS

Sumber : Dokumentasi yang diolah penulis, 18 Februari 2019

Berdasarkan hasil Observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengatakan

masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan para pelaksana dari kebijakan kartu Indonesia

sehat. Bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan Ketua RT

setempat mengenai sosialisasi yang dilakukan pelaksana dari kebijakan kartu Indonesia

sehat tersebut. Dan kurangnya personil yang turun langsung kelapangan untuk mendata

masyarakat kurang mampu.
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2) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap

keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang

akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang

telah dibuat, maka pelaksanannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana

kebijakan itu sendiri.

Karakteristik lembaga dan peguasa yang baik untuk pelaksanaan kebijakan kartu

Indonesia sehat tidak hanya dibutuhkan oleh pegawai Kecamatan Seberang Ulu 1 tetapi

juga masyarakat Seberang Ulu 1, seperti dapat mensejahterahkan masyarakat. Pemerintah

terkait program kartu Indonesia sehat sebagai lembaga penguasa setempat harusnya

menyediakan sarana bagi  masyarakat untuk menyampaikan segala keluhan terkait KIS.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Kecamatan Seberang Ulu 1 telah

menyediakan sarana penyampaian keluhan, yaitu berupa website berupa web, telepon dan

media sosial berupa instagram yang dapat dilihat pada gambar :

Gambar 15. Layanan pengaduan/saran dan kritik Kecamatan Seberang Ulu 1

Sumber : Dokumentasi yang diolah penulis, 18 Februari 2019

Pada penyampaian saran masyarakat, peneliti menilai Kecamatan Seberang Ulu 1

dalam memfasilitasi pengaduan/saran dan kritik sudah memberikan kemudahan kepada
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masyarakat yang tinggal di Kecamatan Seberang Ulu 1 dengan banyaknya layanan yang

bisa dipilih masyarakat mulai dari website, telepon dan media sosial berupa instagram.

Sehingga peneliti menilai Kecamatan Seberang Ulu 1 sudah mulai memanfaatkan

kecangihan dizaman sekarang dan cukup positif.

Penulis melakukan wawancara terhadap indorman terkait sarana penyampaian

keluhan di Kecamatan Seberang Ulu 1. Berikut hasil wawancara dengan kepala camat

Seberang Ulu 1 kota Palembang, mengatakan :

“Kecamatan Seberang Ulu 1 memang ado sarana dalam menyampaikan pengaduan,
saran dan kritik melalui beberapa fasilitas mulai dari website resmi Kecamatan
Seberang Ulu 1, biso jugo melalui telepon kantor Kecamatan Seberang Ulu 1 dan
jugo biso melalui media sosial yang biasonyo anak mudo yang kebanyakan
memakai sarana ini jugo biso melalui instagram Kecamatan Seberang Ulu 1. Jadi
dengan banyaknyo pilihan diharapke masyarakat biso dengan mudah dan tidak
binggung jika ado masalah atau yang pengen ditanyoi.” (Wawancara 18 Februari
2019)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sarana penyampaian keluhan di

Kecamatan Seberang Ulu 1 terkait pelaksanaan kartu Indonesia sehat, yakni berupa

website resmi Kecamatan Seberang Ulu 1, telepon kantor dan melalui media sosial berupa

instagram resmi Kecamatan Seberang Ulu 1. Diharapkan dengan banyaknya pilihan

layanan bisa mempermudah masyarakat terkhususnya masyarakat di Kecamatan Seberang

Ulu 1.

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa karakteristik

lembaga dan penguasa pada Kecamatan Seberang Ulu 1 telah memberikan pengaruh yang

cukup besar pada pelaksanaan kebijakan ini. karakteristik lembaga dan penguasa di

Kecamatan Seberang Ulu 1 selalu membangun hubungan emosional yang baik dengan para

pegawai Kecamatan, selain itu juga terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan

masyarakat melalui penyedian sarana penyampaian keluhan.
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3) Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Menurut Merilee S. Grindle

menjelaskan hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah

kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka pada poin ini adalah sejauhmana

kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dari kartu

Indonesia sehat.

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana

tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari

pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian

program kartu Indonesia sehat ini agar dapat terlaksana dengan baik, secara optimal dan

berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepatuhan para pelaksana program kartu

Indonesia sehat, dengan kepala dinas sosial kota Palembang. Mengatakan :

“Menurut saya sejauh ini pegawai dinas sosial kota Palembang sudah baik dalam
menjalankan tugasnya terutama mengenai program kartu Indonesia sehat. Sebagai
pelaksana program kartu Indonesia sehat ini kami memiliki komitmen untuk
mewujudkan keberhasilan dari program ini. harapannya program ini dapat
berlangsung terus serta seluruh lapisan masyarakat yang kurang mampu dapat
terjaring agar hak mereka terpenuhi secara merata. Diharapke dari pemerinta,
adanya pendataan dilakukan secara berkala agar ke depannya semua yang benar-
benar kurang mampu terjaring. Kepatuhan dari program ini sudah baik, meskipun
terkadang ditemukan adanya kelalaian, secara manias dimaklumi. Semoga
kedepannya dapat diperbaiki dan dapat menjalankan tugas masing-masing secara
maksimal demi mewujudkan keberhasilan program KIS ini.” (Wawancara 21
Februari 2019)

Sehubungan dengan kepatuhan dan respon dari pelaksana program KIS, peserta

KIS mengemukakan bahwa :

“Melihat pelayanan yang diberikan di dinas sosial kota Palembang ini, menurut
saya mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik, itu artinyo mereka sudah
patuh terhadap peraturan yang telah ditetapke dan memberikan pelayanan yang
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baik pula kepada masyarakat yang ingin bertanya mengenai program kartu
Indonesia sehat maupun untuk mendata atau mengusulkan sebagai peserta KIS.”
(Wawancara 18 Februari 2019)

Dari hasil wawancara mengenai tingkat kepatuhan dan adanya respon dari

pelaksana menyatakan dari kepala dinas sosial kota Palembang selaku sebagai pelaksana

dari program KIS mengatakan menurutnya pegawai dari dinas sosial sudah baik dalam

menjalankan tugasnya masing-masing. Dan untuk kepatuhan juga sudah baik terbukti

dengan pegawai dinas sosial memberikan layanan yang baik kepada masyarakat yang ingin

mengajukan atau hanya ingin bertanya mengenai kartu Indonesia sehat.

Gambar 16. Pegawai dinas sosial kota Palembang yang sedang melayani masyarakat

Sumber : Dokumentasi yang diolah penulis, 14 Februari 2019

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, peneliti melihat bagaimana respon dari

para pelaksana program kartu Indonesia sehat di dinas sosial kota Palembang. Gambar



71

diatas menjelaskan bahwa pelaksana melayani dengan baik dan sabar. Penulis melihat

komitmen para pelaksana dalam melayani serta tidak membedakan antara masyarakat satu

dengan yang lainnya.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis

dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan para pegawai Dinas Sosial Kota Palembang

dalam memberikan pelayanan kepada peserta KIS sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari

cara mereka dalam memberikan pelayanan kepada peserta KIS. Pegawai memiliki

komitmen yang tinggi dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang

diberikan juga sangat disiplin dan sesuai dengan alur pelayanan yang sudah ditentukan.

Pegawai Dinas Sosial Kota Palembang tidak pernah membedakan antara masyarakat lain

dengan satunya dalam memberikan pelayanan.

D. Matrik Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, untuk melihat

implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota

Palembang telah terimplementasi atau belum dengan baik atau belum, ditujukan pada

tabel berikut yang merupakan secara keseluruhan hasil dari penelitian ini.



72

Tabel 8. Matrik Temuan Hasil Penelitian

Dimensi Indikator Temuan Dilapangan Keterangan

Isi Kebijakan
(Content of

Policy)

Kepentingan yang

mempengaruhi

Di dalam kepentingan yang
mempengaruhi terdapat beberapa
pelaksanaan seperti pelaksaan
pendataan, penetapan dan
penyerahan Kartu Indonesia Sehat
(KIS) kepada masyarakat yang
kurang mampu.

Belum
terimplementasi

dengan baik

Tipe manfaat
yang diperoleh

Tipe manfaat yang diperoleh
khususnya bagi penerima bantuan
program Kartu Indonesia Sehat
(KIS) untuk masyarakat miskin
kurang mampu, dampaknya sudah
cukup baik dan membantu
masyarakat dalam segi pelayanan
kesehatan.

Terimplementasi
dengan baik

Derajat perubahan
yang diinginkan

terkait derajat perubahan yang
diinginkan mengharapkan
masyarakat yang menerima bantuan
dari kartu Indonesia sehat bagi
yang kurang mampu bisa
memanfaatkan sebaik mungkin
bantaun tersebut. Sehingga dengan
terciptanya hidup sehat maka akan
memberikan semangat bekerja
untuk memenuhi kebutuhan
keluarga dan mengharapkan bisa
mengubah status keluarga.

Terimplementasi
dengan baik

Letak
pengambilan

keputusan

bahwa dari kepala seksi
kesejahteraan sosial tidak terlalu
serius memikirkan dampak dalam
mengambil keputusan yang
mengakibatkan data tidak akurat
dikarenakan data lama. Namun
masih ada usaha yang dilakukan
dari Dinas Sosial Kota Palembang
untuk memperbaiki data lama
dengan turun langsung kelapangan
guna memastikan tepatnya sasaran
dari kebijakan kartu Indonesia sehat
yang akan dimulai pada tahun 2019
ini.

Belum
terimplementasi

dengan baik
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Pelaksana
program

pelaksana untuk kebijakan kartu
Indonesia sehat untuk penerima
bantuan iuran adalah petugas Dinas
Sosial Kota Palembang dan dibantu
dengan Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan yang
didistribusikan kepada warga
melalui kelurahan dan ketua RT
setempat. Namun dalam
melaksanakan tugasnya belum
sesuai prosedur.

Belum
terimpelentasi
dengan baik

Sumber-sumber
daya yang
digunakan

untuk mengenai sumber daya
manusia yang ada diKecamatan
Seberang Ulu 1 memang sudah
mencukupi ada seksi kesejahteraan
sosial Kecamatan Cuma yang jadi
masalah petugas tersebut tidak
selalu ada di kantornya. Seharusnya
petugas seksi kesejahteraan sosial
Kecamatan harus selalu ada
dikantor sehingga ada keluhanan
dari masyarakat atau ada
masyarakat yang ingin bertanya
tidak kebingungan.

Belum
terimplementasi

dengan baik

Lingkungan
Kebijakan
(Context of
Policy)

Kekuasaan,
Kepentingan Dan

Strategi Aktor
Yang Terlibat

masih kurangnya sosialisasi yang
dilakukan para pelaksana dari
kebijakan kartu Indonesia sehat.
Bisa dilihat dari hasil wawancara
peneliti dengan masyarakat dan
Ketua RT setempat mengenai
sosialisasi yang dilakukan
pelaksana dari kebijakan kartu
Indonesia sehat tersebut. Dan
kurangnya personil yang turun
langsung kelapangan untuk
mendata masyarakat kurang
mampu.

Belum
terimplementasi

dengan baik

Karakteristik
Lembaga dan
Rezim yang

Berkuasa

karakteristik lembaga dan penguasa
pada Kecamatan Seberang Ulu 1
telah memberikan pengaruh yang
cukup besar pada pelaksanaan
kebijakan ini. karakteristik lembaga
dan penguasa di Kecamatan
Seberang Ulu 1 selalu membangun
hubungan emosional yang baik
dengan para pegawai Kecamatan,
selain itu juga terbuka dan
membangun komunikasi yang baik

Terimplementasi
dengan baik
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dengan masyarakat melalui
penyedian sarana penyampaian
keluhan.

Tingkat
Kepatuhan dan
Adanya Respon
Dari Pelaksana

tingkat kepatuhan para pegawai
Dinas Sosial Kota Palembang
dalam memberikan pelayanan
kepada peserta KIS sudah baik. Hal
ini dapat dilihat dari cara mereka
dalam memberikan pelayanan
kepada peserta KIS. Pegawai
memiliki komitmen yang tinggi
dengan sepenuh hati dalam
melaksanakan tugasnya. Pelayanan
yang diberikan juga sangat disiplin
dan sesuai dengan alur pelayanan
yang sudah ditentukan. Pegawai
Dinas Sosial Kota Palembang tidak
pernah membedakan antara
masyarakat lain dengan satunya
dalam memberikan pelayanan.

Terimplementasi
dengan baik

Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel matrik diatas dapat diketuahi bahwa ada 9 indikator yang dapat

mengetahui dari dimensi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan kartu Indonesia sehat di

Kecamatan Seberang Ulu 1 kota Palembang. Pada dimensi isi kebijakan indikator yang

pertama kepentingan yang mempengaruhi, dalam indikator kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi ada beberapa pelaksanaan pendistribusian dalam kebijakan Kartu Indonesia

Sehat yaitu pelaksanaan pendataan, penetapan dan penyerahan Kartu Indonesia Sehat bagi

masyarakat miskin yang kurang mampu.

Pada indikator selanjutnya tipe manfaat yang diperoleh, manfaat dari kebijakan

kartu Indonesia sehat ini sangat dirasakan bagi masyarakat yang kurang mampu bisa

terbilang memberikan dampak yang sangat baik dari segi pelayanan kesehatan. Dulu

masyarakat hanya bisa membeli obat diwarung dikarenakan kurangnya biaya berobat lebih

memilih untuk menahan sekarang dengan adanya bantuan dari pemerintah memberikan
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kemudahan masyarakat kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta kartu Indonesia

sehat.

Indikatornya selanjutnya derajat perubahan yang di inginkan, pelaksana dari

kebijakan kartu Indonesia sehat terkait derajat perubahan yang diinginkan mengharapkan

masyarakat yang menerima bantuan dari kartu Indonesia sehat bagi yang kurang mampu

bisa memanfaatkan sebaik mungkin bantaun tersebut. Sehingga dengan terciptanya hidup

sehat maka akan memberikan semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan

mengharapkan bisa mengubah status keluarga.

Indikator selanjutnya letak pengambilan keputusan. bahwa dari kepala seksi

kesejahteraan sosial tidak terlalu serius memikirkan dampak dalam mengambil keputusan

yang mengakibatkan data tidak akurat dikarenakan data lama. Namun masih ada usaha

yang dilakukan dari Dinas Sosial Kota Palembang untuk memperbaiki data lama dengan

turun langsung kelapangan guna memastikan tepatnya sasaran dari kebijakan kartu

Indonesia sehat yang akan dimulai pada tahun 2019 ini.

Indikator selanjutnya pelaksana program, pelaksana untuk kebijakan kartu

Indonesia sehat untuk penerima bantuan iuran adalah petugas Dinas Sosial Kota

Palembang dan dibantu dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang

didistribusikan kepada warga melalui kelurahan dan ketua RT setempat. Namun dalam

melaksanakan tugasnya belum sesuai prosedur.

Indikator terakhir dari dimensi isi kebijakan yaitu sumber-sumber daya yang

digunakan, untuk mengenai sumber daya manusia yang ada diKecamatan Seberang Ulu 1

memang sudah mencukupi ada seksi kesejahteraan sosial Kecamatan Cuma yang jadi

masalah petugas tersebut tidak selalu ada di kantornya. Seharusnya petugas seksi



76

kesejahteraan sosial Kecamatan harus selalu ada dikantor sehingga ada keluhanan dari

masyarakat atau ada masyarakat yang ingin bertanya tidak kebingungan.

Pada dimensi kedua lingkungan kebijakan, indikator pertamanya Kekuasaan,

Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat. masih kurangnya sosialisasi yang

dilakukan para pelaksana dari kebijakan kartu Indonesia sehat. Bisa dilihat dari hasil

wawancara peneliti dengan masyarakat dan Ketua RT setempat mengenai sosialisasi yang

dilakukan pelaksana dari kebijakan kartu Indonesia sehat tersebut. Dan kurangnya personil

yang turun langsung kelapangan untuk mendata masyarakat kurang mampu.

Indikator kedua Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa. Karakteristik

lembaga dan penguasa pada Kecamatan Seberang Ulu 1 telah memberikan pengaruh yang

cukup besar pada pelaksanaan kebijakan ini. karakteristik lembaga dan penguasa di

Kecamatan Seberang Ulu 1 selalu membangun hubungan emosional yang baik dengan para

pegawai Kecamatan, selain itu juga terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan

masyarakat melalui penyedian sarana penyampaian keluhan.

Indikator terakhir Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana. Tingkat

kepatuhan para pegawai Dinas Sosial Kota Palembang dalam memberikan pelayanan

kepada peserta KIS sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka dalam memberikan

pelayanan kepada peserta KIS. Pegawai memiliki komitmen yang tinggi dengan sepenuh

hati dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan juga sangat disiplin dan

sesuai dengan alur pelayanan yang sudah ditentukan. Pegawai Dinas Sosial Kota

Palembang tidak pernah membedakan antara masyarakat lain dengan satunya dalam

memberikan pelayanan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu program kesehatan sebagai

bentuk perwujudan dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Kartu Indonesia Sehar adalah

kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan Program

Indonesia Sehat. KIS merupakan pelaksanaan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin sebagai perluasan cakupan Penerima Bantuan

Iuran (PBI) termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Prosedur pelayanan

kesehatan peserta Kartu Indonesia Sehat menggunakan sistem rujukan berjenjang, sesuai

dengan idikasi medis.

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota

Palembang secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ada ditemukan

beberapa kendala yang menghambat proses pendistribusian implementasi Kebijakan Kartu

Indonesia Sehat. Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang

Ulu 1 Kota Palembang dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi yaitu Isi

Kebijakan dari Merilee S. Grindle berikut ini :

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

a. Kepentingan-kepentingan Yang Mempengaruhi

Dalam indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi ada

beberapa pelaksanaan pendistribusian dalam kebijakan Kartu Indonesia
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Sehat yaitu pelaksanaan pendataan, penetapan dan penyerahan Kartu

Indonesia Sehat bagi masyarakat miskin yang kurang mampu.

b. Tipe Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kebijakan kartu Indonesia sehat ini sangat dirasakan bagi

masyarakat yang kurang mampu bisa terbilang memberikan dampak yang

sangat baik dari segi pelayanan kesehatan. Sebelum adanya KIS masyarakat

hanya bisa membeli obat diwarung dikarenakan kurangnya biaya berobat

lebih memilih untuk menahan rasa sakit sekarang dengan adanya bantuan

dari pemerintah melalui program KIS memberikan kemudahan masyarakat

kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta kartu Indonesia sehat.

c. Derajat Perubahan Yang Di Inginkan

derajat perubahan yang diinginkan mengharapkan masyarakat yang

menerima bantuan dari kartu Indonesia sehat bagi yang kurang mampu bisa

memanfaatkan sebaik mungkin bantaun tersebut. Sehingga dengan

terciptanya hidup sehat maka akan memberikan semangat bekerja untuk

memenuhi kebutuhan keluarga dan mengharapkan bisa mengubah status

keluarga.

d. Letak Pengambilan Keputusan

bahwa dari kepala seksi kesejahteraan sosial tidak terlalu serius memikirkan

dampak dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan data tidak akurat

dikarenakan data lama. Namun masih ada usaha yang dilakukan dari Dinas

Sosial Kota Palembang untuk memperbaiki data lama dengan turun

langsung kelapangan guna memastikan tepatnya sasaran dari kebijakan

kartu Indonesia sehat yang akan dimulai pada tahun 2019 ini.

e. Pelaksana Program
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pelaksana untuk kebijakan kartu Indonesia sehat untuk penerima bantuan

iuran adalah petugas Dinas Sosial Kota Palembang dan dibantu dengan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang didistribusikan kepada warga

melalui kelurahan dan ketua RT setempat. Namun dalam melaksanakan

tugasnya belum sesuai prosedur.

f. Sumber-sumber Daya Yang Digunakan

Untuk mengenai sumber daya manusia yang ada dikecamatan seberang ulu

1 memang sudah mencukupi ada seksi kesejahteraan sosial kecamatan

Cuma yang jadi masalah petugas tersebut tidak selalu ada di kantornya.

Seharusnya petugas seksi kesejahteraan sosial kecamatan harus selalu ada

dikantor sehingga ada keluhanan dari masyarakat atau ada masyarakat yang

ingin bertanya tidak kebingungan.

2. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

a. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan para pelaksana dari kebijakan

kartu Indonesia sehat. Bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan

masyarakat dan Ketua RT setempat mengenai sosialisasi yang dilakukan

pelaksana dari kebijakan kartu Indonesia sehat tersebut. Dan kurangnya

personil yang turun langsung kelapangan untuk mendata masyarakat kurang

mampu.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan penguasa pada kecamatan seberang ulu 1 telah

memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelaksanaan kebijakan ini.

karakteristik lembaga dan penguasa di kecamatan seberang ulu 1 selalu

membangun hubungan emosional yang baik dengan para pegawai
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kecamatan, selain itu juga terbuka dan membangun komunikasi yang baik

dengan masyarakat melalui penyedian sarana penyampaian keluhan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan para pegawai Dinas Sosial Kota Palembang dalam

memberikan pelayanan kepada peserta KIS sudah baik. Hal ini dapat dilihat

dari cara mereka dalam memberikan pelayanan kepada peserta KIS.

Pegawai memiliki komitmen yang tinggi dengan sepenuh hati dalam

melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan juga sangat disiplin dan

sesuai dengan alur pelayanan yang sudah ditentukan. Pegawai Dinas Sosial

Kota Palembang tidak pernah membedakan antara masyarakat lain dengan

satunya dalam memberikan pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang

dapat disampaikan sesuai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat sebagai berikut :

a. Pihak pelaksana terutama Dinas Sosial Kota Palembang, sebagai pelaksana untuk

mendata masyarakat kurang mampu untuk menerima bantuan dari distribusi

program Kartu Indonesia Sehat diharapkan dalam mengambil data jangan lagi

menggunakan data lama yang diambil dari Badan Data Terpadu. Kalau bisa

langsung ambil data langsung ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan dari

program tersebut sehingga tidak terjadinya tepat sasaran.

b. Terus untuk pegawai kesejahteraan sosial kecamatan terkhususnya untuk

kecamatan seberang ulu 1 diharapkan pegawai kesejahteraan sosial selalu ada

dikantornya agar masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau masukan bisa

dengan mudah mendapatkan informasi.
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PEDOMAN WAWANCARA

a) Isi Kebijakan (Content of Policy)

Indikator Isi Kebijakan (content of policy) dalam penelitian, yakni:

1) Kepentingan yang mempengaruhi, sebagai berikut:

Apa ada kepentingan lain yang mempengaruhi pelaksanaan dari Kartu Indonesia

Sehat?

2) Tipe manfaat, sebagai berikut:

Apa manfaat yang dirasakan peserta penerima Kartu Indonesia Sehat?

3) Derajat perubahan yang diinginkan, sebagai berikut:

Apa derajat perubahan yang di inginkan dari Dinas program dengan adanya Kartu

Indonesia Sehat bagi peserta yang menerima?

4) Letak pengambilan keputusan, sebagai berikut:

Bagaimana keputusan dari Dinas Sosial Kota Palembang mengenai permasalahan

tidak tepatnya sasaran Kartu Indonesia Sehat?

5) Pelaksana program, sebagai berikut:

Bagaimana pelaksana program Kartu Indonesia Sehat?

6) Sumberdaya, sebagai berikut:

Bagaimana sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat?

b) Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

Indikator Lingkungan Kebijakan (content of policy) dalam penelitian, yakni:

1) Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, sebagai berikut:

Bagaimana sosialisasi dari pihak pelaksana mengenai program Kartu Indonesia

Sehat (KIS)?
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2) Karakteristik lembaga dan penguasa, sebagai berikut:

Apa ada layanan penyediaan sarana penyampaian keluhan masyarakat mengenai

Kartu Indonesia Sehat?

3) Kepatuhan dan daya tanggap, sebagai berikut:

a. Bagaimana kepatuhan pelaksana dari program Kartu Indonesia Sehat terhadap

peraturan yang ditetapkan?

b. Bagaimana daya tanggap (responsivitas) terhadap program Kartu Indonesia

Sehat?
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